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ABSTRAK
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesia. Negara Republik Indonesia
menghormati kedudukan daerah-daerghes C i alg_peraturan negara yang mengenai
daerah-daerah itu akan menginggftt halsik epgaftan mengenai Desa dan Desa
adat tersebut diatur ‘ q emilihan Kepala
Desa dan Desa ada [ cratarat | erah Kabupaten
Padang Pariaman : Tentang Pemerlntahan Nagarl diriffal tidak Sejplan lagi dengan

Undang- undang Dg¢ ntuk itu, maka penulis di dalam tulisan ini menjelaska gaiinana kedudukan
Peraturan Daerah aten Padang Pariaman = Taliug 009 Tentang F rintahan Nagari
terhadap Undang-u g Nomor 6 tahun 2014 L) -r" rperinci penuligfakan menganalisis
secara yuridis no asil penelitian perundansilindanga jelas di atur di
dalam pasal 7 ayat dang Undang . nokatanndi dalamfhifarki Perundang-
undangan tidak boleghfBerbenturan de ang lebihflifegi, Pengawasan
terhadap Peraturan ndang-undang A T3 itu dgdghn Pemerintahan
Pusat berhak untuk batalkan Pe B ' ! h Perpfufan yang ada di

Atasnya. Berdasark aturan Daer? abup? alihan Pasal 74
menjelaskan bahwa WhIT Nagari yang dip##h berdas ah febelumnya tetap
menjalankan tugas pai habis masa jabatannya ) c i Ndgari yang terpilih

tersebut sah dan tida ntangan dengan peraturanmaf
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